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Kecenderungan masyarakat Betawi yang secara merata baik vertikal maupun horizontal melakukan poligami
secara luas, memberikan gambaran mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Betawi terhadap
ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 maupun
Kompilas Hukum Islam mengenai perkawinan dan poligami. Permasalahannya mengapa hal itu terjadi dan
bagaimana dampak perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan apabila mereka melakukan
perbuatan hukum di hadapan Notaris?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan melakukan pengumpulan data dengan penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan latar belakang sosio-kultural dan historis masyarakat Betawi
yang berasal dari berbagai bangsa maupun berbagai etnis dari seluruh penjuru nusantara mendorong mereka
memiliki cara hidup yang sederhana dalam perkawinan. Dan juga dengan latar belakang pendidikan yang
rendah dan sekedar hanya dapat baca tulis membuat masyarakat Betawi tidak memahami isi Undang-undang
No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa
masyarakat Betawi cenderung melakukan perkawinan poligami di bawah tangan (kawin sirri). Mereka
menganggap bahwa apabila sudah sah menurut agama sudah tidak perlu lagi pengakuan dari negara.
Keadaan ini merugikan paraisteri dan anak-anaknya. Perkawinan di bawah tangan tidak memiliki kekuatan
hukum yang pasti karenatidak ada surat nikah. Sehingga dalam melakukan perbuatan jual beli atau hibah
tanah di hadapan PPAT, mereka mengalami kendal a karena perkawinannya dianggap tidak sah. Isteri yang
memiliki surat nikah adalah isteri yang sah. Dialah yang harus turut hadir dan menandatangani akta,
sedangkan isteri-isteri yang tidak mempunyai surat nikah kedudukannya hanya sebagai saksi sgja. Hal ini
tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Perlu dilakukan sosialisas terus menerus mengenai Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 dan Kompilas Hukum Islam, khususnya mengenai poligami. Secara nasional perlu
dilakukan kampanye secara sistematis agar muncul kesadaran nasional untuk menjauhi perkawinan dibawah
tangan.
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